
a. bahwa sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 
Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, 
dan efektifitas kegiatan sosialisasi di lingkungan Pemerintah 
Kota Pematangsiantar maka kepada PNS perlu diberikan 
honorarium; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan W ali Kota 
Pematangsiantar tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali 
Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pernatangsiantar clan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sirnalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3328); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan S tandar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4812); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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27. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 senranz H;;}k 
Ke,ua.n.~n dan Administranr Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lenibaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia,. Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 
2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan; 

30. Peraturan Preeiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364}; 

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33}; 

32. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peratu.ran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310}; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penetapan Standar Akunt.ansi Pemerint:ahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425.; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825}; 

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 T~un 
2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian 
Wakil Wali Kota Pemat.angsiantar Provinsi Sumatera Utara; 

38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 
Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peratu.ran Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi . 



39. Peraturan Oaerah Kota Perna ta rigaia nr a r Nomor 6 T'ah u n 
2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 
2014 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pematangsian tar; 

41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Pematangsian tar; 

42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Pematangsian tar; 

43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
201 7 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022; 

44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

45. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pematangsiantar; 

46. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota 
Pematangsian tar; 

47. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar; 

48. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar; 

49. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar; 

50. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota 
Perna tangsian tar; 



BUDI UTARI 

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR: 2'0 

SEKRETA~H KOTA PEMATANGSIANTAR, 

Diundangkan di Pematangsiantar 
pada tanggal B1 O~ober 201g 

HEFRIANSYAH 

Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal .31 O~Ptr 201~ 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W ali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar. 

Pasal II 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 
Kota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2018, diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini. 

Pasall 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 23 
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

MEMUTUSKAN : 



I. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pematangsiantar 

Nomor 23 Tahun 201 7 ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2018, diubah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kinerja ASN maka pertimbangan beban kerja bagi 

ASN yang memiliki tugas dan tanggungjawab tinggi, dan mempunyai 

resiko yang akan dihadapi maka ASN tersebut dapat diberikan berupa 

honorarium ASN diluar tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang 
diberikan bagi ASN yang memiliki jabatan/ditugaskan sebagai : 

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom); 
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD); 

3. Bendahara Penerimaan; 

4. Bendahara pengeluaran; 

5. Pembantu bendahara pengeluaran pada Bagian-Bagian Sekretariat 

Daerah; 
6. Pengurus/penyimpan barang dan pembantu pengurus/penyimpan 

barang pada BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih, Sekolah-Sekolah, 

Bagian-Bagian pada Sekretariat daerah, kelurahan dan puskesmas; 

7. Operator Simda, e-budgeting, e-Planning, e-sirup, Admin E-KTP, 

Smart City, admin Gaji; 

8. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang tegabung dalam LPSE/ULP; 

9. Tim Kuasa Hukum, Pokja Penanganan Perkara dan Pengamanan 

Pembangunan; 

10. Admin Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 

11. Tunjangan Operasi Pemadam Kebakaran dan Bencana; 

12. Tim Sosialisasi Rencana Aksi dan Penanganan Aksi Konflik Sosial 

Penerbitan Bangunan Liar dan Kios Liar; 

13. Tim Pemeliharaan Kontratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

Dalam Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan serta 

LAMPIRAN PERATURAN WALi KOTA PEMATANGSIANTAR 
NOMOR 30 fAHUN 201g 
TANGGAL ii aKtober Qot«i 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALi 

KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 23 
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 



2. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, 

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah maka diatur ketentuan sebagai berikut: 

1) OPD tidak dibenarkan untuk menganggarkan/mencairkan rekening 
belanja APBD Tahun anggaran 2018 pada OPD dengan perincian: 

a) Pengadaan Koran, majalah dll, kecuali pada Sekretariat Daerah 

Kota Pematangsiantar; 

b) Pengadaan dan/atau pembayaran rekening HP/telepon/internet 

pribadi; 

c) Ucapan selamat/karangan bunga/bunga papan; 

d) Pemeliharaan kenderaan/BBM untuk kepentingan pribadi; 
e) Makanan dan minuman rapat yang tidak melibatkan OPD 

lain/ pihak lain; 

f) Belanja pakaian olah raga bagi ASND dan THL, kecuali untuk 

14. Honorarium Danru, Intel dan Provost; 

15. Tim Pengendali Gratifikasi Pemko Pematangsiantar; 

16. Honorarium Tim Pengelola DAK, DBH-CHT dll (dengan ketentuan 

apabila diatur dalam juknis yang diterbitkan Kementerian terkait); 

17. Tim Pengadaan Tanah; 

18. Tim Monitoring Pilkada; 

19. Panitia seleksi, Sekretariat Panitia Seleksi calon Direksi/Dewan 
Pengawas BUMD, saksi dan rohaniawan pelantikan Direksi/Dewan 

Pengawas BUMD; 

20. Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi/Dewan 

Pengawas BUMD; 

21. PNS minimal jabatan administrator sebagai Narasumber atau 

moderator diluar O PD/ instansinya. 
22. Supir KDH, Wakil KDH, Sekretaris Daerah dan Supir Pool pada 

Bagian umum; 

23. Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pemerintah Kota 

Pema tangsian tar; 



HEFRIANSYAH 

WALI KOTA 

II. Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang tidak 

diubah dalam Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku. 


